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KOIIISI PEMILIHAN I,'DIU}I KOTA PARIAMAN,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2OO9 tentang
Penetapan Norma Standar, Prosedur, dan Kebutuhan
Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun
2010, maka ditetapkan Pedoman Teknis
Pendistribusian dan Pengembalian Perlengkapan
Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Pariaman Tahun 2013;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf
d, perlu membentuk Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kota Pariaman tentang Pedomal Teknis
Pendistribusian dan Pengembalian Perlengkapan
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan wakil
Walikota Pariaman Tahun 2O 13;

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan lrmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OlL tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (l..embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang
Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraluran Pemerintah Nomor 78 Tahun 2Ol2
(kmbaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2012
Nomor 184, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5344);
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4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2O10 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah beberapa kali teralhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 70 Tahrurr 2Ol2;

5. Piraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 20O7

tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
57 Tahun 2009;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun
20O9 tentang Penetapan Norma Standar, Prosedur, dan
Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian
Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 17 Tahun 2O1O;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun
2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program
dan Jadwal Penyelengaraan Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman
Nomor : 3/Kpts/KPU-Kota-O03.435152/2013 tentang
Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum
Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013
sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor: 69/Kpts/KPU-
Kota-003.435 152 I 20 I 3;

Menetapkan TEPUTUAAX KOUISI PEUILIHAIT T'UI'U KOTA
PARIAffAN TEITTAI|G PEIX)UAN TEruUS
PETDISTRIBUAIAIT DAIT PEI|GEUBALIAJT
PERLEI{GI(APAIT PEIIY'ELEI|GGARAAIT PEUTLIHAIf
WALIKOTA DAJT WAIIIL WALIKOTA PARIIIAIT
TAHUI{ 2013.

BAB I
XEf,EIITUAIT I'UUU

Pasd 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:
l. pemilihan Walikota dan Wakil Walikota adalah Pemilihan untuk memilih

walikota dan wakil walikota Pariaman secara demokratis dalam Negara

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan undang-undang
Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

2. Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disebut KPU Kota adalah
Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Wdikota Kota Pariaman.

3. panitia Pimilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara, yang selanjutnya disebut PPK' PPS' dan
xpFs aaatarr pelaksana pemungutan suara Pemilihan walikota dan wakil
Walikota di Kota Pariaman pada tingkat Kecamatan, Desa/ Kelurahan dan
Tempat Pemungutan Suara.

MEMUTUSXAI{:
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di TPS.
Surat suara
pemberian s
Walikota.

perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan wdikota dan wakil walikota
adalah perlengk"pa. yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota'
Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disebut TPS adalah tempat
dilaksanakan pemungutan suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota di Kota Pariaman.
Tinta adalah cairan khusus yang digunakan sebagai tanda kepada pemilih
yang telah memberikan suara pada Pemilihan walikota dan wakil walikota

adalah barang cetakan yang digunakan sebagai alat
uara oleh pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil

Segel adalah barang cetakan yang digunakan untuk tanda pengaman

barang-barang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
Kotak suara aaaun kotak suara yang digunakan dalam Pemilu terakhir.
Bilik pemberian suara adalah bilik pemberian suara yang digunakan dalam
Pemilu terakhir.
Formulir adalah formulir yang digu.nakan dalam setiap tahapan Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota.
Sampul kertas adalah sampul khusus yang disediakan- sebaBai

perlengkapan penyelenggaraan tahapan penyelenggaraan Pemilihan
W"fif.ot" 

- dan Wakil Walikota yang berfungsi sebagai pembungkus
dokumen kelengkapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota'
Label adalah taUef,ang digunakan pada bilik pemberian suara dan kotak
suara pada penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota'
Distribusi "ari"t 

p-"es p"ngrrtgkutan/pengiriman perlengkapan qarl
dukungan perlengkapan lainnya penyelenggaraan Pemilihan walikota dan
Wakil Walikota dari KPU ke PPK, PPS dan TPS.
Pengembalian adalah pengangkutan / pengiriman perlengkapan dan
dukirngan perlengkapan lainnya dalam penyelenggaraan Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota dari TPS, PPS dan PPK ke KPU Kota.

BAB II
TUJUTT DAtr ASAS PEMLIIIAII WALIKOTA DAII WAISL IrALIKOTA

Pasal 2

Pemilihan walikota dan wakil walikota bertujuan untuk memilih walikota dan
Wakil Walikota Kota Pariaman.

Pesal 3

Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berpedoman kepada
asas :

a. mandiri;
b. jujur;
c. adil;
d. kepastian hukum;
e. tertib penyelenggaraan;
f. kepentingan umum;
g. keterbukaan;
h. proporsionalitas;
i. profesionalitas;
j. akuntabilitas;
k. efisiensi; dan
l. efektifitas.
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(1) pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan walikota dan
Wakil Walikota 

-dilaksanakan secara cepat, tepat, dan akurat dengan

mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran,

transparansi, dan akuntabel.
(2) pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan

Wakil Walikota oleh Sekretariat KPU Kota.
(3) Dalain pelaksanaan penClistribusian perlengkapan penyelenggaraan' ' pemilihan walikota dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) sekretariat dapat menggunakan perusahaan jasa transportasi'
(4) iengadaan perusahaan jasa transportasi untuk pendistribusian
' ' perlEngkapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman kepada peraturan
p".rid.ttg-rndangan yang berlaku dan norma standar yang ditetapkan
oleh KPU.

(5) Jadwal pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota
dan Wiat Walitota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Sekretaris KPU Kota.

Baglaa Kedua
Perlenglapaa Penyeleaggaran Pemlllhan Yell&ota daa U'akll wallLota

yaag Dtdietribusltaa

Paragraf I
Perlengtapra Pclyelcaggaral Poolllhan Wdttota dn' Wsldl Wslllots

yang Dldlrtrlburltaa toldul PPK

BAB III
PEITDISTRIBUSHN PERLEI| GKA'PAN

PEI TELENG{IARAAIT PETILIHAIT WALIKor[A DAIT WAI(IL trIALIK( TA
UNTUK PEUTIilGUTAN DAI{ PENGHITT'ITGAIT SUARA

Bagtaa Kesetu
Urnum

Pasal 4

Paeat 5

Perlengkapan penyelenggaran Pemilihan walikota dan wakil walikota yang
didistribusikan adalah:
1. Perlengkapan untuk pemungutan dan penghitungan suara di TPS yaitu:

a. Kotak suara 1 (satu) buah untuk tiap TPS;
b. Bilik pemberian suara 2 (dua) buah untuk tiap TPS;
c. Surat suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebanyak jumlah

pemilih yang tercantum ddam daftar pemilih tetap untuk tiap TPS, dan
ditambah 2,5 % (dua setengah persen) dari pemilih yang tercantum
dalam daftar pemilih tetaP;

d. daftar pasangan calon I (satu) lembar untuk tiap TPS;
e. daftar pemilih tetap 11 (sebelas) rangkap untuk tiap TPS;
f. tanda pengenal KPPS 7 (tujuh) buah untuk tiap TPS;
g. tanda pengenal saksi 7 (tujuh) buah untuk tiap TPS;
h. surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS sebanyak Daftar

Pemilih Tetap untuk tiap TPS;
i. panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan

suara di TPS termasuk naskah sumpah/janji KPPS I (satu) buah untuk
tiap TPS;

j. gembok dan anak kunci 1 (satu) buah unruk tiap TPS;
k. alat kelengkapan administrasi lainnya, terdiri dari :
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1) tanda khusus/tinta 2 (dua) botol untuk tiap TPS;
2l alat pencoblos dan alas pencoblosan surat suara masing-masing 2

(dua) buah untuk tiap TPS;
3) Segel Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman 15 (lima

belas) untuk tiap TPS;
4) Formulir berita acara pemungutan dan penghitunga-n suara di TPS

yaitu:
a) Formulir Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan

Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS (Model C-
KWK.KPU) 33 (tiga puluh tiga) lembar untuk TPS;

b) Formulir Catatan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan
Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS (Model C 1-

I(WK.KPU) 11 (sebelas) lembar untuk TPS;
c) Forntulir Sertilikasi Hasil Penghilungan Suara Untuk Pasangan

Calon Walikota dan Wakil Walikota di TPS (Lampiran Model C l-
KWK.KPU) 33 (tiga puluh tiga) lembar untuk TPS;

d) Formulir Hasil Perolehan Suara untuk tiap pasangan calon
(Model C2. KWK-KPU (Ukuran Besar) 2 (dua) lembar untuk TPS);

e) Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang
Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan
Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
(Model C 3-KWK.KPU) 7 (tujuh) lembar untuk TPS;

f) Formulir Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi,
Identilikasi Jenis Dokumen, dan Penghitungan Jumlah Setiap
Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Model C 4-I(WK.KPU) 1

(satu) lembar untuk TPS;
g) Formulir Penggunaan Surat Suara Cadangan Dalam

Pemungutan Suara di TPS (Model C S-KWK'KPU) 1 (satu) lembar
untuk TPS;

h) Formulir Surat Pemberitahuan Waktu dan TPS (Model C 6-
I(WK.KPU) sesuai dengan jumlah DPT untuk TPS;

i) Formulir Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Model C 7-
KWK.KPU) 3 (tiga) lembar untuk TPS;

j) Formulir Daftar Nama Pemilih yang memberikan dari TPS L,ain
(Model C 8-KWK.KPU) 1 (satu) lembrar untuk TPS;

k) Formulir Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara
Pemungutan Suara dan penghitungan suara di TPS (Model C 9-
KWK.KPU) 2 (dua) Iembar untukTPS;

l) Formulir tanda terima Berita Acara dan Sertifikat Hasil
Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di
TPS (Model C IO-KWK.KPU) 2 (dua) lembar untuk TPS.

I. Alat kelengkapan lainnya terdiri dari
1) lem 1 (satu) botol untuk tiap TPS;
2) karet pengikat 1/2 (setengah) ons untuk tiap TPS;
3) tali pengikat 1 (sattr) gulung untuk tiap TPS;
4) stiker Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 1 (sattt) buah untuk

tiap TPS;
5) spidol biru 6 (enam) buah, yang terdiri dari spidol besar 4 (empat)

buah dan spidol kecil 2 (dua) buah untuk tiap TPS;
6) sampul kertas 11 (sebelas) buah untuk tiap TPS;
7) kantong plastik 6 (enam) buah, yang terdiri dari plastik besar 5

(Iima) buah dan plastik kecil I (satu) buah untuk tiap TPS;
8) ballpoint 2 (dua) buah untuk tiap TPS; dan

2. Perlengkapan untuk pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di
PPS yaitu:
a. Tanda Pengenal PPS 3 (tiga) buah untuk tiap PPS
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b. Formulir untuk pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di
PPS:
1) Formulir Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitung€rn Suara

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Panitia Pemungutan
Suara (Model D-KWK.KPU) 22 (d.ua putuh dua) lembar untuk tiap
PPS;

c
d
e

f.

2) Formulir Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara $9q
Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS

dalam wilayah desa/kelurahan (Model DI-KWK.KPU) 33 (tiga puluh
tiga) lembar untuk tiaP PPS;

3) Formulir Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk
Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota di TPS dalam wilayah
Desa/kelurahan (Lampiran Model DI-KWK.KPU) 22 (dua puluh dua)
lembar untuk tiap PPS;

4) Formulir Rekapitulasi Sertifrkat Hasil Penghitungan Suara untuk
Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota di TPS dalam wilayah
Desa/ Kelurahan (t ampiran Model D 1-KWK.KPU(ukuran besar) 1

(satu) lembar untuk tiaP PPS;
5) Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus y-ang

berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota di PPS (Model, D2-KWK.KPU) 7 (tujuh)
lembar untuk tiap PPS;

6) Formulir Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi
Penghitungan Suara tingkat Desa/ Kelurahan (Model D3-KWK. KPU)

8 (delapan) lembar untuk tiaP PPS;
7) Formuiir Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara dari PPS kepada PPK (Model D4-
KWK.KPU) 2 (dua) lembar untuk tiap PPS;

8) Formulir Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas
Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemungutan Suara (Model
Ds-KWK.KPU) 2 (dua) lembar untuk tiap PPS;

9) Formulir Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat
Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota di Tingkat Desa/Kelurahan (Model D6-KWK.KPU) 2 (dua)
lembar untuk tiap PPS;

Sampul kertas Sampul 1 (satu) buah untuk tiap PPS;

Ballpoint 2 (dua) buah untuk tiap PPS;
Spidol biru 4 (empat), yang terdiri dari 2 (dua) spidol besar dan 2 (dua)

spidol kecil untuk tiap PPS;
Slgel Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 5 (lima) buah untuk tiap
PPS;

g. I,em I (satu) botol untuk tiaP PPS;

3. Perlengkapan untuk pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di
PPK yaitu:
a. Formulir untuk pemungutan dan penghitungan suara yaitu:

1. Formulir Model DA-KWK.WU 22 (dua puluh dua) lembar untuk tiap
PPK;

2. Formulir Model DAI-KWK.KPU 33 (tiga puluh tiga) lembar untuk tiap
PPK;

3. Lampiran Model DAI-KWK.KPU 22 (dua puluh dua) lembar untuk tiap
PPK;

4. l,ampiran Model DA1-KWK.KPU(P1ano) 1 (satu) lembar untuk tiap PPK;

5. Formulir Model DA2-KWK.KPU 7 (tujuh) lembar untuk tiap PPK;
6. Formulir Model DA3-KWK.KPU 8 (delapan) lembar untuk tiap PPK;
7. Formulir Model DA4-KWK.KPU 2 (dua) lembar tiap PPK;
8. Formulir Model DAS-KWK.KPU 2 (dua) lembar untuk tiap PPK;
9. Formulir Model DA6-KWK.KPU 2 (dua) lembar untuk tiap PPK;
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b. Sampul kertas yaitu:
Sampul III SI-KWK.KPU I (satu) buah untuk tiap PPK;

c. Ballpoint 2 (dua) buah untuk tiap PPK;
d. Spid-ol biru 4 (empat) yang terdiri dari 2 (dua) spidol besar dan 2 (dua)

spidol kecil untuk tiaP PPK;
e. Sigel pemilihan Walikota dan Wakil Wslikota 5 (lima) buah untuk tiap

PPK;
f. tem 1 (satu) botol untuk tiaP PPK;
g. Tanda pengenal PPK 5 (lima) buah untuk tiap PPK.

(1) Pelaksanaan pendistribusian perlengkapan Pemilihan Walikota dan Wakil
walikota dari KPU Kota ke PPK dapat menggunakan sarana angkutan
setempat yaitu alat trallspoftasi darat dan tenaga manusia.

(2) Penetapan alat transportasi pendistribusian perlengkapan 
- 

pelaksanaan' ' 
pemungutan suara Pemilihan walikota dan wakil walikota dari KPU Kota
ke PPK-sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPU Kota'

(3) Pengadaan alat transportasi pendistribusian perlengkapan- pelaksanaan' ' 
pemungutan suara Pemilihan walikota dan wakil walikota dari KPU Kota

ke PPX dimaksud pada ayat (1) dan ayat 12) dilakukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang be rlaku.

Peragraf 3
Jeagla W.ttu

Paral 7

(l) Waktu pentlistribusian perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara
pemilihan walikota dan wakil walikota dari KPU Kota ke PPK dilakukan 5
(tima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;

(2) ierlengkapan pelaksanaan p€mungutan suara Pemilihan walikota dan
wakit w"titota dari KPU Kota sudah harus diterima oleh PPK paling lambat
4 (empat) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

(3) Waktu penerimaan perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara' ' pemilihan walikota dan wakil walikota oleh PPK sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dikecualikan terhadap:
i. furti, pemilih paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari dan tanggal

pemungutan suara;
b. 

-Surat 
pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS paling lambat I

(satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
(4) Jadwal pendistribusian perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari KPU Kota ke PPK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh KPU Kota'

neragraf 2
8.r.!8 Atrglutsa

Pasal 6

Paragraf4
Pengepakaa

Palat E

(1) KPU Kota melakukan pengepakan perlengkapan pela}sanaan pemungutan
suara Pemilihan walikota dan wakil walikota yang akan didistribusikan
dari KPU Kota ke PPK, PPS dan KPPS dengan cara sebagai berikut:
1. pengepakan berdasarkan alokasi PPK, PPS, dan KPPS dengan melibatkan

PPK dan PPS yang bersangkutan;

jdih.kpu.go.id/sumbar/pariaman



2. menghitung kebutuhan surat suara per TPS;

3. menghitung formulir seri model C-KWK per TPS;

4. menghitung DPT Per TPS;
S. *""ittit rtti alat ketengtapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan

Walikota dan Wakil Walikota Per TPS;

6. menghitung alat kelengt<apan untuk rekapitulasi penghitungan

perolehan suara di PPS;

Z.'menghitung alat kelengkapan untuk rekapitulasi penghitungan

perolehan suara di PPK
8. mengepak logistik dilakukan menurut TPS, PPS dan PPK:- 

". 
p"?f,i"gt"p"" pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan

WutitW.tltotayangdimasukkankedalamkotaksuaraadalah:
- surat suara dalam sampul kertas dan disegel;
- tinta sidik jari;
- alat dan alas coblos;
- segel Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
_ foinulir seri model c_I(wK termasuk lampirannya (tidak termasuk

model C6-KWK);
- lem;
- karet/tali Pengikat;
- stiker Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
- spidol biru;
- samPul kertas;
- kantong Plastik; dan
- ballpoint.

b'perlen.gkapanpelaksanaanpemungutansuaraPemilihanWalikotadan
w"tit watit"ta di luar kotak suara dan dikemas tersendiri adalah:
- Daftar Pasangan Calon;
- Daftar Pemilih TetaP (DPT);
- Tanda Pengenal KPPS;
- Tanda Pengenal Saksi;
- panduan tiknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan

suara di TPS;
- naskah sumPah/janji KPPS;
- gembok dan anak kunci dalam plastik transparan;
- bilik pemberian suata;
- surai pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS;

-perlengkapanpelaksanaanrekapitulasihasilpenghitungansuaradi
PPS;

- perlengkapan pemungutan pelaksanaan rekapitulasi hasil
penghitungan suara di PPK.

(2) KPU i<ott *elak rkat pengecekan aktrir terhadap perlengkapan
pelaksanaan pemungutan suari Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

V.ng telah dilakukan pengepakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dengan cara sebagai berikut:
a. m-emeriksa pengelompoktan kotak suara serta perlengkapan lainnya per

TPS, PPS dan PPK;
b. melakukan pengecekan kelengkapan isi kotak suara sebelum digembok

dan disegel u.rtuk memastikan ketepatan jumlah dan jenis logistik per

TPS di wilayah ke{a PPS} yang bersangkutan.
c. Melakukan- pengecekan kelengkapan pelaksanaan pelaksanaan

rekapitulasi hlsil penghitungan suara pada masing-masing PPS dan
PPK;

(3) KPU Kota menggembok dan menyegel kotak suara yang berisi ry!"l4opt"
pelaksanaan p"-murrgutan suara Pemilihan walikota dan wakil walikota
ian mengepak perlengkapan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan
suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di tingkat PPS dan PPK yang
akan didistribusikan kepada PPK.
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(1) Pengiriman perlengkapan pelaksanaan- pemungutan suara Pemilihan
' ' wati-tota dan-wakil walikotadari KPU Kota ke PPK dilakukan setelah ada

Surat Perintah Pengiriman Barang dari KPU Kota'
(2) P;;;;-"" pedeilkapan pelaksanaan pemungutan suara- Pemilihan
' ' Waft<ota a"n Watif iV"fit'ot" sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukandenganmelampirkanSuratPerintahPenyerahanBarangyang
ditembuskan kePada KPU Kota'

faragrafS
Penglrlmaa

Pasd9

Paragraf 6
PenerLnaan

ppK setelah menerima perlengkapan pelaksanaan Pemilihan walikota dan
wakil walikota menyimpannya-di gudang atau di tempat yang memadai dan

dapat dijamin keamanannYa.

Bagian Kcttgr
pcndlstrlbuslan Perlcngkapal Pelalranaaa Pomuagutan Suara Pemlllhan

Walttotr den WaHl Wdllota dffl PPK ke PPS

Pasal 12

Pa.al 10

(1) PPK setelah menerima perlengkapan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan

wakil walikota harus menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang

dan ditembuskan kePada KPU Kota.
(2) PPK sebelum menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang'

melakukan pemeriksaan sebagai berikut:
a. memeriksa kotak surat suara tidak rusak, digembok dan disegel;.

b. mencocokkan jumlah kemasan berisi perlengkapan pelaksanaan

pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil

iV.fif.oL yang diteriia seJuai dengan Surat Perintah Penyerahan

Barang; dan
c. me.rca-tat dan melaporkan kemasan yang isinya tidak sesuai dengan

Surat Perintah Penyerahan Barang kepada KPU Kota'
(3) ppK pada waktu menerima perlengliapan pelaksanaan Pemilihan walikota

dan iV"tit W"tit ota berkoordinasi dengan camat, panwaslu kecamatari, dan

aparat keamanan untuk pengamanan mulai dari penerimaan dan

penyimPanan sementara.
t+t bpX mengirimkan salinan Berita Acara Serah Terima Barang yang sudah

ditandatangani kePada KPU Kota.

tSt ppii s"tef"fr -.r"ri-" perlengkapan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan

Wakil Walikota wajib menjaga keattanannya agar tidak dibuka, tidak
hilang, dan tidak rusak.

Paragnf 7
PeayloPaaan

Pa,s.l 11

Pendistribusian perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan
Umum Walikota dan Wakil Walikota dari PPK ke PPS dilakukan oleh KPU Kota
melalui PPK.
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Pa!81 13

(1) Pendistribusian perlengkapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari
PPK ke PPS aapat minggunakan sarana angkutan setempat yaitu alat

transportasi darat dan tenaga manusia.
(2) Penetapan alat transportasi pendistribuslan perlen€kapan pelaksanaan
' ' pemililian Walikota aan Watit Walikota dari PPK ke PPS sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPU Kota'
(3) Pengadaan alat 

- 
transportasi pendistribusian perlengkap-an -Pemilihan' ' Watltota dan Wakil Walikota dari PPK ke PPS sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Peflgr.f 2
J.ngte Yrttu

Paragraf I
Sanaa Argtutan

Pasl 14

Para$af 3
Peaglrlman

(1) Waktu pendistribusian perlengkapan Pemilihan walikota dan wakil
' ' Walikota- dari pPK ke Pft adalah 2 (dua) hari sebelum hari dan tanggal

pemungutan suara.
(2) ierlenglapan Pemilihan Watikota dan Wakil Walikota dari PPK sudah
' ' trams"aitirima oleh PPS paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan

tanggal pemungutan suara.
(3) WaFtu p"n"rii".r, perlengkapan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan

wakil walikota oleh pps sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan
terhadap perlengkapan pelaksanaan Pemilihan walikota dan wakil
walikota diluar kotak suara yang dikemas tersendiri paling lambat 2 (dua)

hari sebelum hari dan tanggal pemungu.tan suara.
(a) Jadwal pendistribusian perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara' 

Pemilihan walikota dan wakil walikota dari PPK ke PPS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh KPU Kota,

dengan terlebih dahulu berkordinasi dengan PPK yang bersangkutan'

Pa!81 15

(l) Pengiriman perlengkapan pelaksanaan Pemilihan wdikota dan wakil' ' 
waritota dari PPK ke PPS dilakukan setelah ada surat Perintah Pengiriman
Barang dari KPU Kota.

(2) Pengiriman perlengkapan pelaksanaan Pemilihan walikota dan wakil' ' 
Waflt<ota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
melampirkan Surat Perintah Penyerahan Barang yang ditembuskan
kepada KPU Kota dan PPK.

Paragraf a
Peacrlnaan

Pasal 16

(U PPS setelah menerima perlengkapan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan
Wakil Walikota harus menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang
dan ditembuskan kepada KPU Kota dan PPK.
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B.glea KcomPat
Peadtetrlbuda! Pcrlc''gtrprn potctraaas! Pcuuagutaa Suera Pcmtlthen

Walllote der YaEl Wdtlot derl PPS IG I(PPs

Pataf 18

pendistribusian perlengkapan pelaksanaan Pemilihan walikota dan wakil
Walikota dari PPS ke KPPS dilakukan oleh KPU Kota melalui PPS'

Paragraf 5
Pcn5rlapanaa

Paragraf 1

Sarana lngtutrn

Pasal 19

(l) Pendistribusian perlengkapan pelaksarraan Pemilihan walikota dan wakil
walikota dari PPS ke KPPS dapat menggunakan sarana angkutan setempat
yaitu alat transportasi darat, dan tenaga manusia.

(2) i?enetapan alaf transportasi pendistribusian perlengkagan pelaksanaan' pemilihan walikota dan wakit walikota dari PPS ke KPPS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPU Kota.

(3) Pengadaan alat transportasi pendistribusian perlengkapan pelaksanaan' ' pemilihan walikota dan wakil walikota dari PPS ke KPPS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan Peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(2) PPS sebelum menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang'

melakukan pemeriksaan sebagai berikut:
a. memeriksa kotak surat suara tidak rusak, digembok dan disegel;.

b. mencocokkan jumlah kemasan berisi perlengkapan pelaksanaan

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang diterima sesuai dengan

Surat Perintah Penyerahan Barang; dan
c. mencatat dan meliporkan kemasan yang isinya tidak 

-se-suai 
dengan

Surat Perintah Penylrahan Barang kepada KPU Kota dan PPK'

(3) pps pada waktu merierima perlengkapan pelaksanaan Pemilihan walikota

dan Wakil Walikota berkooidin"si ae.rga., Kepala Desa/Lurah, PPL dan

aparat keamanan untuk pengarnanan mulai dari penerimaan dan

penyimPanan sementara.
(4) bPS mengirimkan salinan Berita Acara Serah Terima Barang yang sudah

ditandatangani kepada KPU Kota dan PPK'

(5) Pi;S ;a.bfi -"rr".i*" perlengkapan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan

wakil walikota wajib menjala keamanannya agax tidak dibuka, tidak

hilang, dan tidak rusak.

Paral 17

ppS setelah menerima perlengkapan pelaksanaan Pemilihan walikota dan

W"tit W.titota menyimpant y, ai g"a"og atau di tempat yang memadai dan

dapat dijamin keamanannYa.
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(1) Waktu pendistribusian perlengkaP'o.ry1*y"aan Pemilihan Walikota dan

wakil walikota dari Fi5 t" fpps aaarar, 1 (satu) hari sebelum hari dan

tanggal Pemungutan suara.
(2) Pe;F"gA;an rtr*"""""" Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari PPS

sudah harus aiterima oi.tr xres p"tirrg lambat 1 (satu) hari sebelum hari

dan tanggal Pemungutan suara'

fsl J.a-*.l E"a:istribulian Perl9ry-BpT pelaksanaan Pemilihan Walikota dan

wakil walikota dari pps't" xr-es seuagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) ditetaPkan oleh KPU Kota'

Paragnf 3
Pcngtrtaaa

Paral 21

(1) Pengiriman perlengkapan qglak*ryT Pemilihan Walikota dan Wakil

watikota dari pps (e Kpps dilakukan setelah ada Surat Perintah

Pengiriman Barang dari KPU Kota.

tZl petil;*at perleigkapan pelaksanaan. Pemitihan Walikota dan Wakil
'-' wJitot" s.laealmana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

melampirkan Surat Perintah Penyeiahan Barang yang ditembuskan

kepada KPU Kota, PPK dan PPS.

Paragrefa
Pcrrcrlnaea

Paragraf 2
Jaagta Waltu

Pasal 22

(l) Kpps setelah menerima perlengkapan pelaksanaan Pemilihan walikota dan

wakil walikota harus menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang

dan ditembuskan kepada KPU Kota, PPK dan PPS'

(2) KPPS sebelum menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang'

melakukan pemeriksaan sebagai berikut:
a. memeriksa kotak surat suara tidak rusak, digembok dan disegel;

b. mencocokkan jumlah kemasan berisi perlengkapan pelalsanaan
Pemilihan walikota dan wakil walikota yang diterima sesuai dengan

Surat Perintah Penyerahan Barang; dan
c. mencatat dan melaporkan kemasan yang isinya tidak sesuai_ dengan

Surat Perintah Penyerahan Barang kepada KPU Kota, PPK dan PPS'

(3) KPPS pada waktu *"rrtri*" perlengkapan oelaksanaan Pemilihan walikota
dan w"tit w"titota berkoordinasi dengan Lurah/ Kepala Desa/atau nama

lain, panwaslu lapangan dan aparat keamanan untuk pengamanan mulai
dari penerimaan dan penyimpanan sementara'

(4) KPPS mengirimkan salinan Berita Acara Serah Terima Barang yang sudah

ditandatangani kepada KPU Kota, PPK dan PPS.

(5) pps setelai men.-rima perlengkapan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan
wakil walikota wajib menjaga keamanannya agar tidak dibuka, tidak
hilang, dan tidak rusak.
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Paragnf 5
Penylapaaaa

Pas.l 23

KPPS setelah menerima perlengkapan pelaksanaan Pemitihan Walikota dan

wafd Watltota menyimpant y" -ai goat;g atau di tempat yang memadai dan

dapat dijamin keamalannYa.

Bagial Kelioa
Poagawalea dan Pengarasan

Paragraf 1
Pengawalan

Pa.d 24

(1) Pengiriman peilengkapan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil

Walikotakedaeraht.,.l.",,.y*gtingkatkerawanankeamanannyatinggi
harus melibatkan petuga" 

-p",ig"*i"' yang personeLnya berasal dari

aparat keamanan.
121 Fing-awalan terhadap pengirimon- perlengkapan pelaksanaan Pemilihan
' ' Waftota dan Wakil'Wafiiota dilakukan mulai dari temPat pengiriman

sampai penyerahan kepada pihak yang menerimanya'

Paragnf 2
Pcngawacan

Pttsl 25

(1) Untuk kelancaran, keamanan, dan ketepatan alamat- tujuan
' 
-' 

p""ai"triUusian perlengkapan pelaksanaan -pem.ngutan 
suara Pemilihan

Wrtit ot^ dan Wakil Wifit6ta, *pU Xota melakukan pengawasan terhadap
p.;;;;; perlengkapan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota.
(2) Pengawasan dilaksanakan dengan cara:' ' 

". 
ti.r"*patkan petugas KPU Kota pada perusahaan ekspedisi;

b.mempeihatikan pelaksanaan pengiriman perlengkapan pelaksanaan
pemiiihan Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan lokasi yang

ditetapkan;
c. mencigah timbulnya penyimpangan dari rencana semula;
d. mencef setiap pehk""it"ut pengiriman perlengkapan 

-- 
pelaksanaan

pemilihan Watif<ota dan Wakif Wa1ikota yang sudah dilakukan oleh

perusahaan ekspedisi dengan menyampaikan berita melalui
radiogram/ telepon ke alamat tujuan;

". -.rr"ik perlengkapan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota sesuai alamat tujuan penerima dengan utuh dan selamat'

(3) Dalam rangka melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan (2), KPU Kota dapat memeriksa:
i. Surat Perintah Penyerahan (SPP) dan Surat Perintah Angkut;
2. Ketepatan waktu pengiriman sampai di daerah tujuan masing-masing

disesuaikan dengan waktu yang ditetapkan;
3. Pemberitahuan melalui faximile / telegram kepada pejabat penerima

barang;
4. Berita Acara serah Terima (BAST) yang telah ditandatangani pejabat

penerima barang di daerah tujuan masing-masing.
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BAB TV

PEI|GEIBALIAIT PERLETGI(APAIT PEITYTLEI{GGARAAI|
PEuILIHAI{wALIKoTAI,AI[WASILwALII((yTAYAtrGDIIIEUBALIXAI

Perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang

dikembalikan meliPuti:
a. Rerlengkap"tt ,-rt t k pemungutan dan penghitungan suara di TPS; .. -[. p.ri"rrif."iran pelaksanaan iekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS;

", r".t..r[Uiran untuk pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara

di PPK;

Bagtaa Kedua
Perlctlgt pa! Untul Pcmungutaa dal Pcaglttuogan Auan yang

Dllctobaltlan Dart TPS

Baglan Kctatu
Unun

Pasd 26

Pasal 27

surat suara cadangan diberi segel'
5. Formulir Model C2-KWK-KPU (Ukuran Besar)'
6. Formulir Model C6-KWK-KPU.
7. Dafta-r Pemilih Tetap untuk pemungutan suara di TPS'

8. Alat pencoblosan surat suara.
9. Alas coblos surat suara.

10. Tinta.
b. Dikemas tersendiri dalam kantong plastik adalah:

1. TandaPengenalKPPS'
2. Tanda Pengenal saksi.
3. Ball poin.
4. Spidol.
5. Lem.

c. Bilik pemberian suara.

B.gle! xcttga
Pcrlcnglrpaa Uatul Pctru!8ut ,l'r$ Pcnghltungaa Suara yang

DllcabdtteE Derl PPg

Pasat 28

Perlengkapan untuk pemungutan dan penghitungan suara yang dikembalikan
dari PPK ke KPU Kota terdiri:
a. Perlengkapan untuk pemungutan dan penghitungan suara yang

dikembalikan dari TPS baik yang dimasukkan dalam kotak suara maupun
yang dikemas tersendiri dalam kantong plastik.

Perlengkapan untuk pemungutan dan penghittirrgan suara yang dikembalikan
dari TPS ke PPS terdiri:

". irrg dimasukkan dalam kotak suara terkunci dan diberi segel adalah:

1. 
"Sampul V SI-KWK.KPU berisi Berita Acara Pemungutan dan

Renihitungan Suara di TPS berserta lampirannya diberi segel'

2. SanipuM2-KWK.KPU berisi surat suara sah diberi segel'

3. Sampul V S3-KWK.KPU berisi surat suara tidak sah, rusak dan keliru
dicoblos diberi segel.

21. Sampul V S4-KfiK.KPU berisi surat suara tidak terpakai termasuk
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b. Perlengkapan untuk penghitungan suara yang yang dimasukkan dalam
kotak suara terkunci dan diberi segel adalah:
1. Perlengkapan untuk pemungutan dan penghitungan suara yang

dikembalikan dari TPS baik yang dimasukkan dalam kotak suara.
2. Sampul MODEL D-KWK.KPU berisi formulir rekapitulasi hasil

penghitungan suara suara di PPS diberi segel.
c. Dikemas tersendiri:

1. TandapengenalPPS.
2. Ball poin.
3. Spidol.
4. l*m.

Bagian Keempat
PerlenokspaD Untut Pcmuagutaa dea Pe-ghltungaa Suara yaag

Dtlettibalrhn Datt PPK

Pasal 29

Perlengkapari untuk pernungutan dan penghitungzrn suara yang dikembalikan
dari PPK ke KPU Kota terdiri:
a. Perlengkapan untuk pemungutan dan penghitungan suara yang

dikembalikan dari TPS baik yang dimasukkan dalam kotak suara maupun
yang dikemas tersendiri dalam kantong plastik.

b. Perlengkapan untuk penghitungan suara yang yang dimasukkan dalam
kotak suara terkunci dan diberi segel adalah:
1. Perlengkapan untuk pemungutan dan penghitungan suara yang

dikembalikan dari TPS baik yang dimasukkan dalam kotak suara.
2. Sampul (MODEL DA-KWK.KPU) berisi formulir rekapitulasi hasil

penghitungan suara su€ra di PPK diberi segel.
3. Sampul III.SI-KWK berisi formulir pemungutan dan penhitungan suzra

di PPK diberi segel.
c. Dikemas tersendiri:

l. Tanda pengenal PPK.
2. Ball poin.
3. Spidol.
4. km.

Pasel 30

(l) Pengembalian perlengkapan penyelenggaraan untuk pemungutan dan
penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan
secafa cepat, tepat, dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas,
keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi, dan akuntabel.

(2) Pengembalian perlengkapan penyelenggaraan untuk pemungutan dan
penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari TPS
sampai ke PPK dilakukan oleh KPPS bersama dengan PPS.

(3) Jadwal pengembalian perlengkapan penyelenggaraan pemungutan dan
penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Watikota sebagaimana
dimaksud pada ayat (l), dilakukan sesuai dengal program dan jadwal
pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan KpU
Kota.

Bagian Kcltaa
Tata Cara Petgembdlan
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(1) Pelaksanaan pengembalian perlengkapan pelaksanaan pemungutan dan
penghitunga.- "r*" Pemilihan walikota dan wakil walikota dari TPS ke

ipS a"., FpS t. ppK serta dari PPK ke KPU Kota dapat menggunalan
sarana angkutan setempat yaitu alat transportasi darat, dan tenaga

manusia.
(2) Penetapan alat transportasi pengembalian perlengkaPSn pelalsanaan' ' p.*rr.rgr-,t"t dan penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil

Watitoi" dari TPS ke PPS, PPS ke PPK, dan dari PPK ke KPU Kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPU Kota'
(3) pengidaan alat transportasi pengembalian perlengkapan pelaksanaan' ' peniungutan dan perghitu.rgan suara Pemilihan Walikota dan Wakil

watitot dafi TPS ke PPS, PPS ke PPK dan PPK ke KPU Kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Baglan Ketqiuh
Pengirimal Perlengkapan Pctraksanaan Pemungutan dan Penghltungea

-Suara Pemlllhan Walttota daa Yakil Waltlota darl TPS ke PPS

Pasef 32

(l) Pengiriman perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan' ' 
Watitota dan Wakil Walikota dari TPS ke PPS dilakukan pada hari
pemungutan suara.

(2) Pengiriman dilakukan oleh KPPS dengan menggunakan surat serah terima.

Pasd 33

Bagian Keenam
Sarana Aagkutan

Pasal 31

PPS setelah menerima perlengkapan pelaksanaan pemungutan dan
penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari KPPS

menyimpannya di gudang atau di tempat yang memadai dan dapat dljamin
keamanannya sebelum dikirimkan ke PPK.

Bagtaa Kedolapel
Pengirlnan p.46nghcpan Peletsaaaaa Pcnunguta! dal Penghltu'.gn!

Suara Penlllhaa Wdttota dan WaHl If,dttota derl PPS Le PPK

(1) Pengiriman perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota dari PPS ke PPK dilakukan 1 (satu) hari
setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara suara di PPS.

(1) PPS menerima perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota dari KPPS dengan membuat berita acara
penerimaan perlengkapan.

(2) PPS menerima perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota dari KPPS paling lambat 12 (dua belas) hari
setelah pelalsanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS selesai.

Pasal 34

Pasal 35
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(1) PPK menerima perlengkapan pelaksanaan- pemungutan suara P. emilihan
walikota dan wakil walikota dari PPS dengan membuat berita acara

penerimaan Model DAS-KWK. KPU.
(2) FPK menerima perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pem'ilihan

walikota dan wakil watit<ota dari PPS paling lambat 1 (satu) hari setelah

pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS selesai'

(2) Pengiriman dilakukan oleh PPS dengan menggunakan surat Formulir
Model D.

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

(1) Pengiriman perlengkapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan
suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari PPK ke KPU Kota 1

(satu) hari sejak pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehal
suara di PPK.

(2) Pengiriman dilakukan oleh PPK dengan menggunakan surat pengantar
Model DB4-KWK.KPU.

Pasal 4O

KPU Kota setelah menerima perlengkapan pelaksanaan pemungutan dan
penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari PPK
menyimpannya di gudang atau di tempat yang memadai dan dapat dijamin
keamanannya.

BAB V
PENGAIIIALAN

Pasal 41

(1) Pengiriman perlengkapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan
suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari TPS ke PPS, PPS ke PPK

PPK setelah menerima perlengkapan pelaksanaan pemungutan dan
penghitungan suara Pemilihan walikota dan wakil walikota dari PPS

-..r*yi-p"irrya di gudang atau di tempat yang memadai dan dapat dij amin
keamanannya sebelum dikirimkan ke KPU Kota.

Bagian Kesembilan
Pengiriman Perleagkapan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitlngan

Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Wditota dari PPK ke XPU Kota

Pasal 39

(1) KPU Kota menerima perlengkapan pelaksanaan pemungutan dan
penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari PPK
dengan membuat berita acara penerimaan DBS-KWK.KPU.

(2) KPU Kota menerima perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara
Pemilihan Wa-likota dan Wakil Walikota dari PPK paling lambat (1) satu hari
setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di
PPK.
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dan PPK ke KPU Kota yang tingkat kerawanan keamanannya tinggi harus
melibatkan petugas pengawalan yang personelnya berasal dari aparat
keamanan.

(2) Pengawalan terhadap pengembalian perlengkapan pelaksanaan
' ' p.*"r.rg,rtan dan penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil

walikota dilakukan mutu.i da.i tempat pengiriman sampai penyerahan
kepada pihak yang menerimanYa-

Pasal 42

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian
hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya'

Ditetapkan di Pariaman
Pada tanggal 5 Agustus 2013

RAJAYA

BAB VI
PENUTUP
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